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RINGKASAN

Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu tiang pokoknya adalah
asas legalitas yang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP vaitu tiada suatu
perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam
peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Hal ini perlu untuk
mengantisipasi  meningkatnya  kualitas  dan kuantitas  kejahatan seiring
perkembangan masyarakat, kemajuan industri, teknologi schingga mempengaruhi
pola pelaksanaan kejahatan.

Untuk 1tu diperlukan adanya norma hukum yaitu paksaan dari luar (sanksi)
dari pemerintah yang bertugas mempertahankan, membina tata tertib masyarakat
dengan perantaraan alat-alatnya dan harus bersifat umum (berlaku untuk siapa
saja).

Tujuan dani penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
rumusan obat keras yang ada didalam Staatblad No 419 Tahun 1949 dalam
perkara pidana No.197/pid B/2003/PN Kdr serta bagaimana penjatuhan pidana
terhadap pelakunya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri.

Pembahasan penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif,
menggunakan data sekunder, dan penggumpulan datanya menggunakan studi
literatur atau studi kepustakaan sedangkan dalam menganalisa data menggunakan
diskriptif kualitatif

Hasil yang diperoleh yaitu majelis hakim sudah tepat dalam menerapkan
sanksi yang ada didalam rumusan staatblad no 419 tahun 1949 dan sudah tepat
dalam menganalisa kasus yang terjadi sehingga pelaku dijatuhi hukuman penjara
selama 6 bulan dipotong masa tahanan dan membayar biaya perkara Rp 1000,00
(seribu Rupiah).

Dalam penulisan ini penulis memberikan saran antara lain agar sanksi
pidana yang terdapat dalam staatblad no.419 tahun 1949 tersebut lebih diperberat
lagi karena tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dan penulis anggap

terlalu nngan sehingga para pelaku tidak jera dan terus mengulangginya.

Xi
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BABI | = rpostatasg

PENDAHULUAN y e -E'Efi !

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu tiang pokoknya adalah
asas legalitas yang tersebut didalam pasal 1 avat 1 KUHP : “tiada suatu perbuatan
boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang
vang telah ada™ Pada ketentuan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan
guna menjamin adanya kejelasan, kepastian strategi dan operasionalnya untuk
mencapal pada suatu cita-cita masyarakat sehingga setiap warga negara
mempunyai kedudukan yang sama dan mendapat perlindungan yang seimbang
terhadap hak asasinya sebagai insan. Sehingga setiap warga negara wajib
menjunjung tinggi hukum, terlebih lagi terhadap meningkatnya kualitas dan
kuantitas kejahatan vang disebabkan perkembangan masvarakat, kemajuan
industri, teknologi sehingga mempengaruhi pola pelaksanaaan kejahatan.

Kejahatan merupakan penyelewengan terhadap proses kemajuan budaya
dan [Imu Pengetahuan. Kejahatan sangat berkaitan dengan proses penjatuhan
pidana dan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan
seharusnya diajukan kemuka pengadilan dan mendapat hukuman yang setimpal,
Untuk 1tu diperlukan adanya norma hukum yaitu adanva paksaan dari luar
(sankst) dari penguasa (pemerintah) yang bertugas mempertahankan, membina
tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya dan harus bersifat umum
(berlaku untuk siapa saja).

Kita dapat mengambil contoh adalah kemajuan ilmu pengetahuan dibidang
farmasi. Para ahli telah menemukan berbagai macan jenis obat-obatan yang
dipergunakan di dunia kedokteran, Ada berbagai jenis dari mulai vang
diperjualbelikan secara bebas maupun yang tidak boleh diperjualbelikan secara
bebas. Obat-obat yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang tidak boleh
diperjualbelikan secara bebas adalah obat-obatan vang termasuk dalam daftar obat

Keras sesual dengan surat keputusan mentri kesehatan tanggal 25 juni 1962,
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Penggunaan dan pendistribusian obat-obat yang termasuk dalam obat
keras diatur dalam staatblad no.419 tahun 1949, pengaturan lentang penggunaan
dan pendistribusian ini sangat penting mengingat tentang  dampak yang
ditimbulkan akibat penvalahgunaan obat keras ini sangat berbahaya meskipun
tidak seperti dampak yang di timbulkan dari Narkotika maupun Psikotropika,
tetapi harus tetep diwaspadai, Aturan tentang sanksi pidana juga harus dipertegas
lagi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan vang diatur dalam staatblad
tentang obat keras tersebut,

Penulis gambarkan tentang kasus penyalahgunaan obat keras di tengah
masyarakat, dimana terjadi suatu peristiwa yaitu kepemilikan obat-obatan dafiar G
vang dilarang diedarkan dengan bebas tanpa adanya surat ijin edar dari pejabat
yang berwenang dalam jumlah vang tidak normal di peruntukan untuk pemakaian
pribadi schingga disimpulkan bahwa obat-obatan tersebut untuk diedarkan.
Peredaran obat yamg termasuk dalam daftar obat keras tersebut diatur dalam
Staatblad No.419 tahun 1949 dimana diatur pula tentang sanksi pidana vang
diancamkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan vang ada didalamnya
serta masalah penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggamya oleh
majelis hakim pengadilan Negeri Kediri. Permasalahan inilah yang akan dikaji
lebih jauh oleh penulis dalam skripsi ini untuk memperoleh gambaran secara
teoritik yuridis tentang permasalahan ini.

Salah satu cara untuk menangeulangi suatu kejahatan adalah melalw
penerapan  hukum. Dalam  hukum pidana ada tiga hal penting untuk
memungkinkan penjatuhan pidana atau pemidanaan vaitu -

|, perbuatan yang dilarang,

2. tenlang orang yang melanggar,

3, tentang pidana  yang akan diancamkan kepada si  pelangear

(Soedarto,1977:58)

Ringannya ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak
pidana penyalahgunaan bahan berbahaya vang dalam hal ini adalah obat keras
menyebabkan pelakunya tidak pernah jera untuk selalu mengulangginya lag. Ha

ini berbeda dengan UU yang mengatur tentang narkotika atau psikotropika yang
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saat ini sudah diterapkan adanya ancaman maksimal yaitu hukuman mati. Padahal
jika kita lihat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini adalah hampir
sama. Meskipun obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat keras efek
negatifnya lambat dirasakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud bermaksud membahas dan
menelaah lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : “ANALISA YURIDIS
TENTANG PENERAPAN RUMUSAN OBAT KERAS DALAM STAATBLAD
NO.419 TAHUN 1949 (Studi kasus perkara pidana No.197/Pid.B/2003/PNKdr)”.
1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang, penulis mengangkat
permasalahan sebagai berikut .

I. bagaimanaksh analisa yuridis penerapan rumusan obat keras dalam

perkara pidana no.197/pid B/2003/PN Kdr menurut Stbl no.419 tahun
1949 tentang obat keras 7

2. bagaimanakah  penjatuhan  pidana  pelaku  perkara  pidana

no. 197/md B/2003/PN Kdr ?

1.3 Tujuan penulisan

I. Untuk mengetahui analisa secara yuridis tentang penerapan rumusan obat
keras dalam perkara pidana no.197/pid, B/2003/PN Kdr

tJ

Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku perkara pidana
no.197/pid. B/2003/PN Kdr.

1.4 Metode penulisan

Metode penulisan merupakan salah satu faktor penting dalam setiap
penulisan karya ilmiah, karena itu merupakan cara bagaimana menemukan
mengembangkan dan menguji suatu kebenaran serta untuk menjalankan prosedur
vang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,

Adapun yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebaga
berikut;
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1.4.1 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini , metode yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif vaitu pendekatan
masalah yang merupakan maksud dan tujuan untuk mengikuti berbagai peraturan
perundang-undangan vang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai
dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan, (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990:10)

1.4.2 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skrips: ini adalah
sumber bahan hukum sekunder yang meliputi :

I, peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat
dengan pokok permasalahan yang ada sehingga dengan adanya peraturan-
peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada
pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin secara langsung

Id

maupun tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan vang ada
(Soekanto, 1984:12)

1.4.3 Metode Pengumpulan bahan hukum

Usaha yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan
hukum dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi literatur atau
penelitan kepustakaan yaitu usaha untuk mempelajari dan menganalisis berkas
kasus di Pengadilan Negen Kedin dengan tujuan untuk mendapatkan,
mengembangkan dan menbandingkan suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah,
termasuk peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi
penulisan skripsi ini.
1.4.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode diskniptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu gambaran
singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan

statistik tapi didasarkan pada analisayang diuji dengan norma-norma dan kaidah-
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kaidah hukum berkaitan dengan masalah vang akan dibahas. (Soemitro,
1998:13R)

Mengingat penulisan skripsi ini pembahasannya dititk beratkan pada
pendekatan yuridis normatif maka sistem analisis bahan hukum yang digunakan
akan lebih diarahkan pada penyelesaian masalah atas dasar bahan hukum dan

kerangka teoriitis hukumnya dengan permasalahan yang akan dihadapi.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.1 FAKTA

Kedua terdakwa yaitu Luluk Andnanto bin Sujoko dan Dodik Suprayogo bin
Mulyadi pada han kamis tanggal 14 Agustus 2003 sekira jam 09.00 wib atau
setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2003 disebhelah utara pom
bensin Desa Ngronggo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kedin atau setidak-tidaknya
disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Kotamadya Kediri, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja
melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi daan pelayanan
berupa obat dobel L atau memiliki bahan-bahan G dalam jumlah sedemikian rupa
sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan bahan ini diperuntukan
untuk pemakaian pribadi.

Awalnya Didik Suprayogo bin Mulyadi membeli obat dobel L dari sescorang
vang tidak dikenal di stasiun Kertosono sebanvak 2 (dua) botol berisi 2000 butir
seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian obat dobel L tersebut
dibawa ke pasar Setono Betek Kedin untuk disimpan di kiosnya. Selanjutnya oleh
Didik Suprayogo diserahkan kepada Luluk Andrianto secara bertahap. Setiap kali
penyerahan sebanyak 500 butir dan kemudian oleh Luluk dijual kepada teman-
temannya yvang membutuhkan seharga Rp 4500,00 per tiknya yang berist 10 butir
dan hasilnya diserahkan kepada Dodik Suprayogo. Luluk Andrianto mendapatkan
upah dan hasil penjualan obat dobel . tersebut per tiknya Rp 1300,00.
Selanjutnva perbuatan mereka diketahwi oleh petugas Kepolisian Resort Kota
Kediri. Kemudian mereka ditangkap bersama barang buktinya berupa 230 butir
obat dobel L vang berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polri cabang Surabaya
tertanggal 27 Agustus 2003 No.LAB,2695/KNF/2003
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Dalam pemeriksaan barang bukti No.2664/2003/KNF, bahwa tablet wama
putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif HCL (tidak

termasuk dalam psikotropika maupun narkotika tetepi termasuk obat keras).

2.2 DASAR HUKUM
A. STbl No.419 Tahun 1949 Tentang Obat Keras

|. Pasal 3 ayat |
“(1) penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk
penjualan dari dafiar bahan-bahan G demikian pula memiliki bahan-
hahan ini dengan jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal
tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan
pemakaian pribadi adalah dilarang. Larangan int tidak berlaku bagi
pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker yang

memimpin apotek dan dokter hewan™

2. Pasal 12 ayat | hurufa
“(1) hukuman penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda uang sctinggi-
tingginya 5000 gulden dikenakan kepada :
a. mercka vyang melanggar peraturan-peraturan larangan vang

dimaksudkan dalam pasal 3, 4 dan 57

B. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
1. Pasal 43
“Terhadap sediaan farmasi vang berupa narkotika, psikotropika, obat keras
dan bahan berbahaya lainnya ditentukan didalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku™.
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2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian obat keras

Dalam staatblad no.419 tahun 1949 vang dimaksud dengan obat-obat keras

yaitu terdapat dalam pasal | (1) huruf a vang berbunyi :

‘(1) yang dimaksud dalam ordonansi ini dengan |

&,

obat-obat keras ! yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan
teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan
dan mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia , baik dalam bungkusan
maupun tidak vang ditetapkan oleh secretaries van staat, hoofd van hel

Departemen van Gesondheid, menurut ketentuan dalam pasal 2",

Obat-obatan keras tersebut ditempatkan dengan menempatkan bahan-bahan itu

dalam suatu daftar daftar W (obat-obat keras vang didaftar dalam daftar
peringatan), dan daftar G {obat-obat keras vane didaftar dalam daftar obat-obatan
berbahava).

Menurut surat keputusan menteri kesehatan RI Jakarta 25 juni 1962

mengenai daftar obat keras vang dimaksud dengan obat keras adalah -

!

Led

semua obat yang pada bungkus terluar oleh si pembuat disebutkan bahwa
obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter

semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata digunakan
secara parenteral baik dengan cara suntikan maupun denpan cara
pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan

semua obal baru terkecuali apabila oleh departemen kesehatan telah
dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan
kesehatan manusia. Yang dimaksudkan dengan obat baru disini vakni
semua obat yang tidak tercantum dalam farmakope Indonesia dan daftar
obat keras yang hingga saat ini dikeluarkannya SK ini secara resmi belum
pernah ditmport atau digunakan di Indonesia.

semua obat yang tersebut dibawah ini, obat itu sendiri dalam substansi dan
semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila dibelakang
nama obat-obat tersebut disebutkan ketentuan lain atau ada pengecualian

menurut daftar obal bebas terbatas.
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2.3.1.2 Pengertian pidana, Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tapi menurut
Dr. Andi Hamzah, “hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi
vang mnderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang
Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan
hukum pidana”,

[stilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam
pasal 1 ayat | KUHP atau yang biasa disebut dengan asas Nulfum Delictum Nulla
Poena Sine Praevia Lege Poenali vang diperkenalkan oleh Anselm Von
Feuerbach, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan
Perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya™(L.J. Van Apeldoorn,
2001).
Kini dikemukakan dua asas dari hukum pidana vaitu ;
l. bahwa sanksi pidana (straf sanctie) hanya dapat ditentukan oleh undang-
undang ;
2. bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut. (Wirjono

Prodjodikoro, 2003)

Penentuan syarat perundang-undangan ini ada hubungannya dengan
kenyataan bahwa sanksi pidana sifatnya lebih keras daripada sanksi perdata atau
sanksi administrative dan merupakan untimum remedium atau senjata terakhir
untuk penegakan tata hukum.

Ada kecenderungan pidana modern vang menjurus  kepada
diperkenalkannya tindakan (maatregel) sebagai alternatif lain daripada pidana
pokok terutama pidana penjara. Hal ini semakin dirasa perlu jika kita mengingat
ketentuan dalam pasal 103 yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan didalam
bab I sampai bab VIII buku I KUHP (dimana termasuk pasal 10 KUHP) berlaku
juga untuk delik-delik diluar KUHP kecuali jika undang-undang menentukan lain.

[ni sering disebut sebagai asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.
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Pidana yang dijatuhkan juga berbeda antara terdakwa yang orang dewasa
atau terdakwa anak-anak (usianya kurang dari 18 tahun). Biasanya terdakwa anak-
anak pidana yang dijatuhkan merupakan setengah dari pidana vang dijatuhkan
terhadap orang dewasa atau dititipkan pada orang tuanya atau dikembalikan pada
negara,

Macam-macam pidana di Indonesia lebih luas daripada vang tercantum
didalam pasal 10 KUHP yang berbunyi -

“Pidana terdiri atas |
a. pidana pokok :
|. pidana mati |

2. mdana penjara

3. pidana kurungan

S

. prdana denda

in

- pidana tutupan (terjemahan BPHN)
b. pidana tambahan

I, pencabutan hak-hak tertentu;

I=d

perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim,

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan rerlepas dari pidana-
pidana lain. Sedangkan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang tertentu dan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan bersama-
sama dengan pidana pokok.

Dahulu pidana mati dimana-mana mengambil tempat yang penting dalam
system hukuman. Pada abad 18 dibeberapa negara bersama-sama timbul
perlawanan terhadap hukum pidana yang amat keras pada waktu itu, Gerakan ini
mengakibatkan perlunakanterhadap ancaman penjatuhan pidana mati terlepas dan
kebenaran-kebenaran agama dan kesusilaan maka scbagai alasan menentang
pidana mati dikemukakan maka dalam hal putusan hakim itu keliru maka tidak
dapat diadakan koreksi lagi. Sedangkan di Indonesia sendiri ancaman pidana mau

masih diberlakukan dan belum dicabut. Meskipun telah dijatuli hukuman mati
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namun dalam pelaksanaan cksekusi mali para terdakwa mati memakan waktu
vang sangat lama.

Tujuan penjatuhan pidana mati selalu ditujukan pada Khalayak ramai agar
mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan hukuman mati. Maka pada jaman dahulu
hukuman mati dilaksanakan dimuka umum,

Pidana penjara pada umumnya dijalankan didalam sel dalam waktu yang
telah ditetapkan. Sistem pidana dalan sel itu berdasarkan pandangan bahwa
apabila yang terhukum itu dikucilkan maka karena ia tidak dapat bergaul dengan
dunia luar maka ia tidak akan menjadi-le!::ih jahat lagi,

Pidana penjara dan kurungan akan dibahas bersama-sama karena keduanya
merupakan menghilangkan kebebasan seseorang sementara waktu atau seumur
hidup. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada sifat lebih berat daripada
pidana penjara. Maka, hukuman kurungan hanva diancamkan pada tindak pidana
yang bersifat ringan.

Menurut pasal 12 ayat 2 lamanya pidana penjara adalah sekurang-
Kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Batas
maksimum lima belas tahun itu dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana,
pengulangan tindak pidana atau dalam hal bertakunya pasat 52 KUHP, Sedangkan
dalam pasal 18 ayat | lamanya pidana kurungan adalah sekurang-kurangnva satu
hari dan selama-lamanya satu tahun dan bisa dinaikkan menjadi satu tahun empat
bulan.

Pidana kurungan adalah hukuman kebebasan vang agak ringan (setinggi-
ungeinya satu tahun) vang berdasarkan pemikiran bahwa penahanan itu
seharusnya merupakan perampasan vang sederhana.

Pidana dan pemidanaan bukan hanya berkaitan erat dengan hukum pidana
tetapi bahkan menjadi masalah inti hukum pidana. Marilah kita tengok batasan
Pompe mengenai hukum pidana vairy ;

“hukum pidana itu merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang
menunjukan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan

dimana pidana itu seharusnya menjelma™
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Berdasarkan pada batasan itu maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
ada dua hal pokok dalam hukum pidana yaitu pertama, perbuatan-perbuatan yang
diancam dengan pidana atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga
pengadilan menjatuhkan pidana. Kedua, hukum menetapkan dan mengumumkan
reakst yang akan diterima oleh orang vang melakukan perbuatan yang dilarang
itu, (Sudarto, 1977).

2. Pengertian penjatuhan pidana

Penulis akan menguraikan sedikit tentang wewenang hakim dalam
mengambil keputusan karena hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana vang
akan penulis uraikan dalam bab ini.

Dalam suatu pengambilan keputusan, hakim diberikan wewenang

mengenai pengenaan hukum dan bertindak atas dasar kevakinannya tanpa
dipengaruhi oleh pihak manapun Kebebasan hakim di Indonesia lebih besar
karena dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun
1970) memberikan wewenang demikian seperti tercantum dalam pasal 23 ayat 1
vang menegaskan .
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar
putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan
yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis vang dijadikan dasar untuk
mengadili”,

Walaupun hakim bebas mempertimbangkan berat ringannya pidana vang
dijatuhkan tetapi ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaanya, tetapi
Juga harus mempertimbangkan mengenai umur atau usia terdakwa, Jjemis kelamin,
status dan masa depannya kelak serta nilai-nilai kepatutan yang ada di lingkungan
terdakwa, juga dampaknya terhadap kepuasan pencari keadilan.

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan hakim untuk
setiap kejadian harus memperhatikan keadaan subyektif dan obyektif dan tindak
. pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak
apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ? bagaimana sepak
terjang si pembuat dahulu ? apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu
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merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak
atau itu merupakan langkah pertama kearah jalan sesat ?

Batas antara maksimun dan minimum harus ditentukan seluas-luasnya
sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan
terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.

Didalam konsep KUHP telah diatur tentang penjatuhan pidana yaitu dalam
pasal 43 Konsep 1982/1983 yang mengatakan antara lain -

1. kesalahan pembuat,

13

motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana,

3. cara melakukan tindak pidana,

4. sikap batin pembuat,

5. riwayat hidup dan keadaan sosial eknomi pembuat,

6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana,
7. pengaruh pidana terhadap tindak pidana vang dilakukan,

8.

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Memang scorang hakim dalam menangani suatu kasus harus bertindak
atas dasar keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun tapi harus
didasarkan pada hal-hal diatas. Sebelum hakim menjatuhkan putusan maka ia
harus menguasai benar perkara yang ditangani sehingga banyak hal-hal vang
harus menjadi pertimbangannya, oleh karena itu tentu saja pidana vang dijatuhkan
pada suatu kasus yang sama belum tentu sama pula terhadap keputusan antara
hakim satu dengan hakim yang lain.

Hakim tidak saja memperhatikan rasa keadilan masyarakat tetapi juga
harus mampu menganalisis hubungan timbal balik antar si pelaku dengan korban.
Dengan perkataan lain hakim harus mampu menerapkan suatu pidana yang dapat
menyeimbangkan kepentingan si pelaku dengan korban.

Beberapa hal penting vang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana
adalah sebagai berikut

a. kelancaran proses peradilan yang telah ditekankan didalam KUHAP vaitu

Contante justitie atau Speedy Trial dengan rumusan “peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan”™.

*
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b. Kenyataan bahwa tidak semua delik yang terjadi dapat disidik oleh polisi

dan tidak semua yang ditemukan polisi diteruskan ke kejaksaan.

¢. Adanya wewenang kejaksaan untuk tidak menuntut sate delik demi

kepentingan umum.

Residive atau pengulangan kejahatan adalah salah satu tindak pidana yang

mempunyal alasan pembenar vang menjadi dasar hukuman diperberat. Menurut

doktrin yang menganut aliran residive dilihat dari sudut pemberatan pidana dapat

digolongkan menjadi

1.

General Residive! residive umum

Adalah apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan mana
telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia melakukan kejahatan lagi yang
dapat merupakan kejahatan apapun ini dapat dipergunakan sebagai alas an
untuk memperberat hukuman.

Speciale Residive/ residive khusus

Adalah apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu
dijatuhi hukuman oleh hakim kemudian ia melakukan lagi kejahatan yang
sama (sejenis) dengan kejahatan pertama, maka persamaan kejahatan vang
dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memperberat hukuman.
(Kertanegara,- : 238)

Yang perlu diketahui bahaw residive ttu harus memenuhi beberapa syarat,

Dan syarat yang dimaksud adalah

_r..J

fad

terhadap kejahatan yang pertama vang telah dilakukan harus telah ada
keputusan hakim yang mengandung pidana.

keputusan hakim tersebut harus merupakan suatu keputusan yang tidak
dapat diubah lagi artinya yang mempunyai kekuatan terakhir Ini tidak
berarti bahwa pidana itu harus sudah dijalani seluruhnya.

dalam pasal 486 dan pasal 487 KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan

berhubungan dengan perbuatan vang pertama harus merupakan pidana

penjara sedagkan dalam pasal 488 tidak ditentukan pidana apa vang telah

ditentukan dalam perbuatan yang pertama.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4. Jangka waktu antara saat kejahatan yang diulangi kemudian dan pidana
yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama, Jangka waktunva
adalah 5 tahun.

Sescorang dikatakan residive apabila melakukan beberapa perbuatan yang
merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan
telah dijatuhi hukuman oleh hakim. Ada 2 jenis residive yaitu :

1. residive Habitual ialah pengulangan oleh orang yang menjadikan

kejahatan sebagai mata pencaharian pokok dalam hidupnya.

[

residive Insidental ialah pengulangan kejahatan atau tingkah laku vang
dapat dihukum, vang tidak dapat dijalankan berdasarkan struktur
organisasi atau sistem, namun hanya atas landasan individual, lingkungan
atau faktor kebetulan ( soekanto, 1985: 75).

Jika dilihat dari sistem pemberatan pidana terhadap residive habitual dan
residive insidental menurut sistem tussenstelsel {asas tengah) maka
pemberatannya belum tentu sepertiga dari ancaman hukuman yang terberat tetapi
bila dilihat dari pertimbangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
pengulangan kejahatan itu (residive) jelas berbeda. Pada residive habitual faktor
yang menyebebkan terjadinya ialah dari dalam diri pribadi residivis (faktor intern)
sehingga 1a dengan sadar melakukan sebuah pengulangan kejahatan maka unsur
kehendak untuk mengulangi kejahatan pasti ada.bila unsur kehendak ada maka
Kemampuan bertanggungjawab pelaku besar pula. Untuk itu penjatuhan pidana
atau pemidanaan terhadap residive habitual hendaknya haruslah diperberat
sepertiga dari ancaman hukuman vang terberat. Sedangkan pada residive harbitual
faktor yang menyebabkan ialah faktor luar ( faktor ekstern) sehingga ia dengan
tidak sadar melakukan pengulangan kejahatan lebih banvak disebabkan oleh
keadaan terdesak atau terpaksa. Dengan adanya faktor terpaksa maka unsur
kehendak belum tentu ada atau sangat kecil pengaruhnya maka kecil pula
kemampuan bertanggungjawabnya., Oleh karena kehendak dan kemampuan
bertanggungjawabnya kedil maka unsur kesalahannya juga ringan. Untuk itu
sbaiknya pemidanaan terhadap residive habitual tidak harus diperberat sepertiga

dari ancaman hukuman yang terberat,
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yang bermanfaat. Jadi dasar pembenar dari adanya suatu pidana menurut teori
ini terletak pada tujuannva,

. teori gabungan

ahiran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif vang
belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada
adanya tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat vang
diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana
untuk mencapai tujuan itu maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan
pemidanaan tersebut. Baru kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan
tersebut dapat diterapkan cara, Sarana atau tindakan apa yang pertama-tama
harus dimasukan pada perencanaan strategi di bidang pemidanaan ialah
menentukan tujuan pidana dan pemidanaan,

Dalam hal ini KUHP menganut teori gabungan karena secara eksplisit

tersirat bahwa KUHPmeliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam

masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Meskipun pada

hakekatnya pidana itu merupakan suatu nestapa namun pemidanaan itu tidak
dimaksudkan untuk menderitakan  dan tidak diperkenankan merendahkan

martabat manusia,

Dalam KUHP sendiri dijumpai tentang maksud dan tujuan pemidanaan

sebagai berikut -

l. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara,
masyarakat dan penduduk.

2. untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat
yang berbudi baik dan berguna,

3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana

4. pemidanaan tidak dimaksudkan menderitakan dan tidak diperkenankan
untuk merendahkan martabat manusia.
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Kebebasan hakim adalah menentukan berat ringannya hukuman terbatas

antara minimun umum dan maksimum khusus, seperti yang dikemukakan
Masuchin Rubai (1983: 23) :
“Kebebasan hakim untuk memilih berat ringannya ini terbatas antara minimum
umum dan maksimum khusus. Maksimum khusus adalah maksimum yang
dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Selain itu menurut KUHP, hakim juga
mempunyal kebebasan memilih pidana yang dicantumkan dalam rumusan tindak
pidana (sistem alternatif), Menurut sistem diluar KUHP hakim dapat juga
menggabungkan jenis pidana yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana
(sistem komulatif)”. Sehingga hakim sebagai pemegang ius puniendi dalam arti
sempit mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana terhadap campur tangan
pihak lain. Demikian juga hakim diberi kebebasan menentukan jenis pidana yang
sesugl dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa vang bercermin pada rasa
keadilan sedangkan untuk pidana diluar KUHP hakim diberi kebebasan untuk
mengabungkan jems pidana yang tercantum dalam rumusannya.

Teori-teori pemidanaan yaitu
l. teori absolut/pembalasan

teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran
dari pemidanaan terlepas dari manfaat vang hendak dicapai. Ada pemidanaan
karena ada pelanggaran hukum ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut
teon im pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu
kejahatan atau suatu tindak pidana, Pidana merupakan akibat mutlak vang
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan

kejahatan.dasar pembenar terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu
sendiri.

12

teori relatif/tujuan

menurut teori ini kejahatan tidak mutlak diikuti oleh suatu pidana untuk itu
tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula
manfaat pidana bagi masyarakat ataupun bagi terpidana itu sendiri. Memidana
bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan tapi ada tujuan lebih

jauh daripada hanya menjatuhkan pidana tetepi mempunyai tujuan tertentu
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3. Pengertian Pemidanaan

Penulis akan menguraikan tentang pemidanaan tetapi terlebih dahulu perlu
diketahui arti dari perkataan pemidanaan. Pemidanaan artinya penjatuhan pidana,
berupa nestapa yang dijatuhkan kepada si pelanggar hukum dengan suatu
keputusan pengadilan, Sebagaimana diketahui yang berwenang mengancam,
menjatuhkan dan melaksanakan atau menjalankan pidana (wewenang lus
Puniendi) adalah negara. Seperti vang dikemukakan oleh Adami Chazawi -
“Negara adalah organisasi sosial yang tertinggi, Oleh karena itu memang
ewajarnya jika negara itu diberi tugas, mempunyai tugas mempertahankan tata
tertib dalam masyarakat. Pemerintah negara sebagai alat negara adalah sudah logis
menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan pergaulan hukum dalam
masyarakat, Untuk melanjutkan tugas ini maka pemeintah negara diberi kekuasaan
atau hak untuk mengadakan berbagai tindakan, antara lain menjatuhkan pidana”™
(1979 : 2).

Menurut Leo Polank seperti yang dikutip Andi Hamzah dan S. Rahayu

(1983: 58) -
“Pemerintah yang mrngendalikan hukum itu dan oleh karena itu pemerintah
berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu
merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang
dapat memeksakan dan mempertahankan atau memperlakukan kehendaknya yang
mempunyal hak memidana”™

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan negara atau
pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau sebagai pemegang lus Puniend:
dalam arti luas. Sedang dalam arti sempit hak menjatuhkan pidana dipegang oleh
hakim sebagai alat pemerintah.

Hakim dalam menerapkan pidana tidak harus sama dengan ancaman yang
terdapat dalam KUHP. Hakim diwajibkan mempertimbangan secermat-cermatnya
dalam penerapan sangsi pidana agar pidana tersebut dirasa tepat dan adil bagi
terdakwa ataupun masyarakat.
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Dalam tujuan pertama jelas tersimpul  pandangan perlindungan masyarakat.
Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merchabilitasi tetapt juga
untuk meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan vang bersangkutan dalam
masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat vaity untuk
mengembalikan kescimbangan yang tergangu oleh perbuatan yang berlawanan
dengan hukum adat. Tujuan ke empat bersifat spiritual sebagaimana dicerminkan

dalam pancasila sebagai dasar negara R
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian dalam bab sebelumnya maka

dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut -

1.

[t

Menurut pasal 43 UU No. 23 tahun 1992, terhadap sediaan farmasi yang
berupa narkotika, psikotropika, obat keras dan bahan berbahaya lainnva
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan hasil laboratorium
Kriminalistik yang menyatakan bahwa barang bukti dari para terdakwa
tersebut disimpulkan sebagai obat keras yang diatur dalam undang-undang
tersendin vaitu Staatblad no.419 tahun 1949 dan undang-undang tersebut
belum dicabut sehingga masih berlaku.

Bahwa para terdakwa Luluk Andrianto bin Swoko dan Dedik Supravogo
bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana seperti dalam pasal 3 jo pasal 12 avat | huruf a UL obat
keras staatblad no.419 tahun 1949,

Lad
(=]
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4.2 SARAN

a. Pengawasan terhadap peredaran obat yang dapat membahayakan kesehatan
manusia hendaklah lebih diperketat lagi dengan memberikan sanksi vang lebih
tegas dan berat lagi kepada pelaku tindak pidana yang menyangkut obat-obatan
terlarang,

b. Staatblad No.419 tahun 1949 supaya diperbaharui lagi karena hukuman yang
diancamkan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan berbahaya relatif
sangat ringan bila dibandingkan dengan akibat vang ditimbulkannya.
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PUTUSAN
Perkara Nomor 197/Pid. B/2003/PNKdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dlan mengadili perkara pidana pada

peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

L Nama lengkap . LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO.
Tempat lahir : Blitar, .
Umur : 26 tahun,
Jenis kelamin ¢ Laki-laki,
Kebangsaan ¢ Indonesia. -
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumohardjo No.197-B Kelurahan =
Ngronggo,Kecamatan Kota, Kota Kediri.
Agama : Islam,
Pekerjuan : Bengkel. :
2 Nama lengkap - DODIK SUPRAYQGO bin MULYADI.
Tempat lahir : Kediri.
Umur : 24 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat tinggal + Jalan Urip Sumohardjo No. 174, Kelurahan f
' Ngronggo,Kecamatan Kota, Kota Kediri,
Agama : Islam, '
Pekerjaan : Dagang,

Para terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2003 sampai
dengan sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan mcmpcrhntjkﬁn :

I. Penctapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No.197/Pent Pid/2003/PNKdr.
tanggal 20 Nopember 2003 tentang penunjukan Majelis Hakim :

2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Kedin
No.107/0.5.13.3/Ep.2/10/2003 tanggal 19 Nopember 2003 -

3. Surat Dakwaan penuntut umum No.REG.Perk PDM-411/KDIRV/I1/2003 tanggal 19
Nopember 2003 : R

4. Berita Acara penyidikan oleh Polresta Kediri No.Pol BP/25/VIII/2003/Resta Kdr::

> Penctapan Majelis Hakim No.197/Pen Pid./2003/PNKdr. tanggal 20 Nopember
2003 tentang penentuan harj sidang ; :

6. Berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

&tl}lﬂh.nsi “a W
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Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa
Setelah memperhatikan barang bukti vang diajukan dipersidangan ;
Setelah Majelis Hakirn bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoimya No Reg Perkara
:PDM-109/KDIRI/10/2003, yang dibacakan di persidangan pada hari SELASA tanggal 4
Pebruari 2004 berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa
terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut agar Pengadilan * -
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

l. Menyatakan terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan terdakwa
DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa hak telah’ memiliki bahan-bahan G dalam jumlah sedemikian rupa
schingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya -
diperuntukan untuk pemakaian pribadi” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 3(1) jo pasal 12{1) huruf a UU Obat Kerzs No.419 Tahun 1949 5

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan
: terdakwa DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI dengan pidana penjara masing-

masing selama 6(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah terdakwa tetap ditahan :

3. Menyatakan barang bukti berupa 230(dua ratus tiga puluh) butir obat dobel
L,dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menectapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.1.000,00(seribu rupiah);
Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini mengajukan pembelaan
secara lisan yang pada pokoknya, bahwa para terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan

mereka dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;:

' Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum
kemudian menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena oleh Jaksa
Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko dan terdakwa Dodik Suprayogo bin -
Mulyadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003 sekira jam 09.00 wib, atau setidak

tiﬂ:‘"igu[ﬂs o tx-'/ )

y


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

+ Ty =

| L .

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2003, di sebelah utara pom bensin Desa
Ngronggo,Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kodya Kediri, tanpa keahlian dan

kewenangan  dengan  sengaja  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  dalam -

pengadaan,distribusi, dan pelayanan berupa obat dobel L, perbuatan mana dilakukan
dengan cara sebagai berikut, pada awalnya terdakwa Dodik Suprayoge bin Mulyadi
membeli obat dobel L dari seseorang yang tidak dikenal namanya di Stasiun Kertosono,
terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi membeli obat dobel L sebanyak 2 botol berisi
2000 butir sekarga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah), kemudian obat dobel L tersebut
oleh terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi dibawa ke Pasar Setono Betek Kediri untuk
disimpan- di kiosnya, selanjutnya.oleh terdakwa Dodik Suprayoga bin Mulyadi
diserahkan kepada terdakwa Luluk Andrianto Bin Sujoko secara bertahap, setiap kali
penyerahan sebanyak 500 butir, selanjutnya setelah obat dobel L diterima oleh terdakwa
Lultk  Andrianto bin Sujoko, kemudian dijual kepada teman-temannya yang
membutuhkan harga per tiknya berisi 10 butir Rp.4.500,00, kemudian uang hasil
penjualan obat dobel L tersebut diserahkan kepada terdakwa Dodik Suprayogo bin
Mulyadi, dan terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko mendapatkan upah dari penjualan
obat dobel L tersebut per tiknya Rp.1.300,00, selanjutnya perbuatan mereka terdakwa
diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Kota Kediri, kemudian mereka terdakwa
ditangkap bersama dengan barang buktinya berupa 230 butir obat dobel L, yang
berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 27
Agustus 2003 No.LAB.3695/KNF/2003 dalam pemeriksaan barang bukti
No.2664/2003/KNF, bahwa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar ‘tablet

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL - (tidak termasuk, Narkotika maupun

Psikpotropika tetapi termasuk Obat Keras) -

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan.diancam pidana dalam pasal 82(1) -

huruf d UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ; ~
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko dan terdakwa Dodik Suprayogo bin -

Mulyadi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah
memiliki bahan-bahan G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak
dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi,
perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : pada awalnya terdakwa Dodik
Suprayogo bin Mulyadi membeli obat dobel L dari seseorang yang tidak dikenal di
Stasiun Kertosono, terdakwa Dodik Suprayogo membeli obat dobel L sebanyak 2(dua)
botol berisi 2000 butir seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah), kemudian obat
dobel L tersebut oleh terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi dibawa ke pasar Setono

Betek Kediri untuk disimpan di kiosnya, selanjutnya oleh terdakwa Dodik Suprayogo °

. diserahkan kepada terdakwa Luluk Andrianto secara bertahap setiap kali penyerahan
~sebanyak 500 butir,selanjutnya setelah obat dobel L diterima terdakwa Luluk Andrianto
- kemudian dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan harga per tiknya berisi 10
butir Rp.4.500,00, kemudian uang hasil penjualan obat dobel L tersebut diserahkan

J:H”ﬂE'{]'?- - !liii:%:” i
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kepada terdakwa Dodik Suprayogo, dan terdakwa Luluk Andrianto mendapatkan upah
dari hasil penjualan obat dobel L tersebut per tiknya Rp.1.300,00, selanjutnya perbuatan -
mereka terdakwa doketahui oleh petugas Kepolisian Resort Kota Kedirikemudian
mereka terdakwa ditangkap bersama dengan barang buktinya berupa 230 butir obat dobel 3
L, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor.Polri Cabang Surabaya tanggal 27 Agustus
2003 No.LAB.3695/KNF/2003 dalam pemeriksaan barang bukti No.2664/2003/KNF.,
bahwa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif

HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3(1) jo
pasal 12(1) huruf a UU Obat Keras No.419 Tahun 1949, .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalwaan Jaksa Penuntut Umum
dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut |

1. Saksi YOYOK BUDI SANTQSO.

Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 sekitar Jam
09.30 wib. di Jalan Urip Sumohardjo No.197 Kediri, saksi bersama
rekannya Aipda Syahdu Esa Bakti dan Bripda Heri Jatmiko telah -
menangkap para terdakwa, karena kedapatan menyimpan dan memiliki
obat terlarang, jenis dobel L tonpa ijin dari yang berwajib ;

Bahwa, benar di jok sepeda motor terdakwa I telah diterukun pil
dobel L sebanyak 200 butir, sedangkan di atas batu bata dekat warung
di Jalan Urip Sumohardjo No.197 Kediri ditemukan 30 butir pil dobel
L; 1

Bahwa, menurut keterangan terdakwa I-Luluk Andrianto bin, Sujoko
pil dobel L tersebut dari terdakwa 1I-Dodik Suprayogo bin Mulyadi,
dimana terdakwa 1 disuruh menjualkan ; '
Bahwa, benar terdakwa I —Luluk Andrianto bin Sujoko mendapat
keuntungan sebesar Rp.1.300,00 per tiknya ;

Bahwa, menurut keterangan para terdakwa selain dikonsumsi, pil
dobel L tersebut jupa diedarkan ; . '

2. Saksi HERI JATMIKO.

Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 sekitar jam
09.30 wib. di warung dekat pom bensin di Jalan Urip Sumoharjo
No.197 Kediri, saksi bersuma rekannya Yoyok Budi Santoso dan
Syahdu Esa Bakti, telah menangkap para terdakwa, karena kedapatan
menyimpan dan memiliki obat terlarang, jenis pil dobel L, tanpa ijin
dari yang berwenang ; \

Bahwa, benar saksi telah menyita pil dobel L sebanyak 200 butir yang
disimpan di jok sepeda metor terdakwa I dan 30 butir ditaruh di atas
batu bata didekat warung dimana terdakwa I pada waktu itu berada ;
Bahwa, sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat
setempat bahwa para terdakwa menyimpan serta memiliki obat
terlarang ; : :

A
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- Bahwa setelah saksi tanyakan, selain dikonsumsi sendiri para terdakwa
| juga mengedarkan pil dobel L tersebut :
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa [I-DODIK SUPRAYOGO bin

MULYADI, pil dobel L tersebut didapat dari seseorang ketika berada
di stasiun Kertosono : : -

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mengenai keterangan
para saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa
yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : oL

1. Terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO.

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 Apustus 2003 sekitar jam
09.00 wib.bertenpat di warung dekat pom bensin di J L.Urip
Sumohardjo 197 Kediri telah ditangkap oleh petugas dari Polresta
Kediri, karena kedapatan membawa pil dobel L :

- Bahwa pil dobel L tersebut didapat dari terdakwa II-Dodik Suprayogo
bin Mulyadi, dimana terdakwa disuruh 'menjualkan : :

- Bahwa pil-pil tersebut terdakwa simpan di jok sepeda motor sebanyak
200 butir, sedang 30 butir terdakwa simpan di batu bata dekat warung
tersebut ; : ;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300,00 untuk
setiap tiknya ;

3. Terdakwa DODIK SUPRAYOGO bin MULYADIL

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003 sekitar jam

09.00 wib, bertempat di Jalan Urip Sumohardjo No.174 Kedin, telah
ditangkap oleh petugas dari Polresta Kediri :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyuruh terdakwa 1 untuk
menjualkan pil dobel L tanpa ijin dari yang berwajib :

- Buhwa benar pil-pil tersebut didapat terdakwa dari seseorang ketika
berada di stasiun Kertosono ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 230 (dua
ratus tiga puluh ) butir dobel L, barang bukti mana telah disita secara sah dari tangan para
* terdakwa oleh penyidik dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa
ternyata mereka membenarkan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti
tersebut akan digunakan untuk mendukung pertimbangan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti, setelah melihat kesesuaian antara yang satu dengan
yang lain, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut : ;

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 sekira jam 09.30 wib.
bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Urip Sumohardjo Kediri dan di Jalan

Urip ........;éy'
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Urip Sumohardjo No.174 Kediri, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas
Polisi dani Polresta Kedin, karena kedapatan mengedarkan obat keras dobel L ;

- Babwa, benar sewaktu ditangkap petugas pil dobel L sebanyak 200 butir
disembunyikan di jok sepeda motor dan yang 30 butir ditaruh diatas batu bata
dekat warung tersebut |

- Bahwa maksud terdakwa I untuk memenuhi pesanan dari tﬂmann}fa yang bernama
Heru, sedangkan pil didapat oleh terdakwa II dari seseorang yang bﬂh.tﬂl kenal di
Stasiun Kertosono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis, apakah
dengan fakta-fakta hukum vang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas para
terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk
dakwaan alternative yaitu Pertama : Pasal 82 (1) huruf d UU No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan ; Kedua : Pasal 3 (1) jo pasal 12 (1) huruf a UU Obat Keras No.419 Tahun 1949

»

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum
‘tersebut dalam dakwaan- alternative, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

mmupemmbangkan dakwaan Pertama Pasal 82 (1) huruf d UU No.23 Tahun 1992, tentang
Kes.ehatlm yang ISR A terdin dan :

1. Barangsiapa ;

2. Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan
kefarmasian ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah

ditujukan kepada subyek hukum yakni orang manusia, yang -:iapat dimintai pertanggung
jawaban atas perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dipersidangan
menghadirkan dan menghadapkan orang manusia sebagai terdakwa dan atas pertanyaan
Majelis Hakim ia mengaku bermama LULUK ANDRIANTO bin SUJIOKO dan DODIK
SUPRAYOGO bin MULYADI ternyata setelah identitas orang tersebut dicocokan
" dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penunfut Umum _
ternyata bersesuaian, maka dan atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ..
terdakwa tersebut menerangkan sudah mengerti, maka menurut Majelis Hakim unsur ini .
telah terpenuhi :

Ad.2. “Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan ~

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian menurut pasal
1 angka 13 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Keschatan adalah pembuatan termasuk
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan. dan

distribusi .. 7&
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distribusi obat, peagalolaan obdi, pélayanan obat atas 1:E'scp dokter, pelayanan informasi
obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 43, tethadap sediaan farmasi yang berupa
Narkotika, Psikotropika, Obat Keras dan bahan berbahaya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila ketentuan tersebut
dihubungkan dengan hasil laboratorium kriminalistik, yang menyatakan bahwa barang
bukti dari para terdakwa tersebut disimpulkam sebagai obat keras, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa tindakan para terdakwa tidak termasuk yang memenuhi ketentuan
pasal 41 UU No.23 Tahun 1992, sebab obat keras diatur oleh undang-undang tersendiri
dan undang-undang tersebut belum dicabut sehingga masih berlaku ; ]

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa seperti dinyatakan dalam  surat
dakwaan, pemeriksaan di persidangan dan dalam surat tuntutan (requisitoir) Penuntut
Umum bukanlah merupakan lingkup dari pekerjaan kefannasian yang dilakukan dengan
tanpa keahlian dan kewenangan, dengan demikian patutlah dinyatakan bahwa unsur
“tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian™
tidak terbukti secara sah sebagaimana dimaksud oleh undang-undang :

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas ternyata

salah satu unsur tidak terpenuhi pada diri para terdakwa, dengan demikian kepada para - .

terdakwa haruslah dinyatakan tidak-.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama
tersebut, selingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan pasal 3 (1) jo pasal 12 (1) huruf a Undang-Undang Obat Keras Staatblad No.419 *
Tahun 1949 yang unsur-unsurrya terdiri dari : - '

1. Mereka !

2. Melanggar peraturan-peraturan larangan yang dimrksud = dalam  pasal
3,"Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari
buhan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah
sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan
ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini.
tidak berlaku untuk pedageng-pedagang besar yang diakui, Apoteker-apoteker,
yang memimpin apotik dan dokter hewan ; :

| Ad.l Unsur “Mereka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka” dapatlah dipersamakan
dengan kata “Barangsiapa” yang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai
subyek hukum dalam bentuk tunggal maupun jamak yang dapat dipertanggungjawabkan
. dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara

ini subyek hukum yang dimaksud adalah para terdakwa LULUK ANDRIANTO bin
- SUJOKO dan DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI, yang sehat jasmani dan rohaninya

A
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yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai
subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat
memenuhi unsur “Mereka/Barangsiapa™ sebagaimana vang dimaksud oleh undang- By
undang ;

Ad.2. Unsur "Melangear peraturan-peraturan larangan vang dimaksud dalam pasal 3,
“Penverahan persediaan untuk penyershan dan penawaran untuk penjualan dari
bahan-bahan “G”.demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah
sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan
ini hanya diperuntukan vntuk pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini
tidak berlaku untuk pedagang-peda sar diakui, Apoteker-apoteker
yang memimpin apotik dan dokter hewan”.

Menimbang, bahwa pasal 1 (1) huruf a Undang-Undang Obat Keras Staatblad
No.419 Tahun 1949 memberikan pengertian obat keras yaitu obat-obatan yang tidak
digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,

membaguskan, mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan
maupun tidak ;

Bahwa Obat-obatan G sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 (1) huruf k Undang-
Undang Obat Keras Staatblad No.419 Tahun 1949 memberikan pengertian yakni obat-

obat keras yang oleh Sec. V. St (setingkat dangan Menteri Kesehatan) didaftar sebagai
obat-obatan berbahaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranpgan saksi-saksi yang diajukan
dipersidangan serta keterangan para terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa pada han
Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 bertempat di Jalan Urip Sumohardjo No.197 Kediri,
oleh Petugas Polresta Kediri telah dilakukan penangkapan terhadap din terdakwa Luluk
Andrianto bin Sujoko dan Dedik Suprayogo bin Mulyadi ;

Bahwa penangkapan terhadap dini para terdakwa disebabkan adanya informasi

dan masyarakat, yang menerangkan bahwa para terdakwa memiliki/menyimpan obat-
*obatan terlarang dalam jumlah cukup banyak ;

Bahwa benar pada saat dilakukan pcnangkapan para terdakwa tidak melakukan.
perlawanan, bahkan diakui oleh terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko bahwa dirinya
mendapat/membeli pil dobel L dari terdakwa Dodik Suprayogo bin Maulyadi, s=dangkan
terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi membeli pil dobel L tersebut dari seseorang di -
stasiun Kertosono ; .

Bahwa benar terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi mengakui dan
membenarkan, bahwa Luluk Andrianto bin Sujoko yang disuruh menjualkan pil dobel L
sebanyak 230 butir , yang kemudian Kepolisian menyita barang-barang bukti tersebut ;

ME‘.‘I'liI".’IbE'_}‘_ S L -.W
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Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan uji latoratorium ternyata batang-
barang bukti tersebut berupa obt-obatan dobel L yang diajukan dipersidangan
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kniminalistik Nomor
LAB.3695/KNF/2003, tanggal 27 Agustus 2003, disimpulkan bahwa : tablet warna putih
dengan logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL '
(tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras) ;

Bahwa untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahen “G”
dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam
jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan
ini hanya diperuntukan untuk petnakaian pribadi adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki bahan-bahan “G”, bukan
sebagai pedagang-pedagang besar yang diakui, Apoteker-apoteker yang memimpin
apotik ataupun sebagai dokter ; ‘

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki bahan-bahan “G” dalam
jumiah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan
-ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi, adalah dilarang, oleh karena ternyata
para terdakwa bukan sebugai pedagang besar yang diakui, apoteker yang memimpin
apotik ataupun sebagai dokter :

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka unsure “Melanggar
peraturan-peraturan larangan yang dimaksud dalam pasal 3,"Penyerahan persediaan
untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan “G”; demikian pula
memiliki bahn-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak
dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi,
adalah dilarang. Larangan ini-tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui,

Apoteker-apoteker, yang memimpin apotik dan dokter hewan telah terpenuhi pada diri
para terdakwa :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah Majelis uraikan tersebut diatas, Majelis
berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
- melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 3 jo

pasal 12 (1) huruf & Undang-Undang Obat Keras Staatblad No 419 Tahun 1949 :

Menimbang, bahwa edapun terhadap pembelaan para terdakwa, Majelis akan
mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang
meringankan hukuman ; - g

Menimbang, bahwa oleh katrena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka patut
dan adil para terdakwa dihukuin setimpal dengan kesalahannya : ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan
tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf

&EELAE -----.--1%/-
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maupun alasan pembenar, oleh karena itu para terdakv.ra dapat dlpertanggtmgyawabknn
atas perbuatannys sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pembinaan bukanlah sebagai pembalasan dendam
melainkan bertujuan untuk mendidik/membina para terdakwa lebih berhati-hati dan
diharepkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat herguna bagi
" pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penshanan
yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Mcmmbang, bahwa mengenat barang bukti yang diajukan dipersidangan zkan
ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepadanya
dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ini |

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepadanya
dibebani prla untuk membayzr biaya perkara yang besainya akan ditentukan dalam amar
putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka akan
dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
hukuman yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa membahayakan orang lain |
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini
. sedang giat-giatnya memberantas psikotropika dan/atau narkoba ;

- Para terdakwa sudah pernah dihukum ; : 5
Hal-hal yang merin :
- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
"« Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit
jalannya persidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya
lagt
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Mengingat, akan pasal 3 jo pasal 12 (1) huruf a ﬁﬁdang-Undang Obat Keras
Staatblad Nomor 419 Tahun-1949, serta peraturan perundang-undangan lain yang

- bersangkutan ;

MENGADILI:

‘Menyatakan terdakwa LULUK ANDRIANTO' bin SUJOKO dan DODIK

SUPRAYOGO bin MULYADI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwuan pertama : ]

Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut :

Menyatakan terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dun DODIK
SUPRAYOGO bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana : “TANPA HAK MEMILIKI BAHAN-BAHAN YANG

TERMASUK OBAT DAFTAR G SECARA BERSAMA-SAMA” : ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa LULUK ANDRHJTT O bin

SUJOKO dan DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI, dengan pidana penjara masing- -

masing selama 6 (enam) bulan

Menetapkan, bahwa iamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan : '

Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan :

Menyatakan barang bukti berupa :

230 (dud ratus tiga puluh) butir obat dobel L, dirampas untuk dimusnahkan |

Membebankan agar supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) ; :

Demikianiah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
RABU, tanggal 4 Pebruari 2004, oleh kami BAMBANG MARDIJO SUSETYO,S.H.
sebagai Hakirn Ketua, SUPRAYOGLS.H. dan RANTON WIDYOPRIYONO,S.H.MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS,
tanggal 05 Pebruari 2004 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh BAMBANG
MARDJO SUSETYO,S.H. Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh SUKO
HARSONO,S.H. dan SUPRAYOGLS.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
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dibantu olch LILIK SUNARTILS.H. Panitera Pﬂnggaf;fi-dan dihadir geer “=775379H
Penuntut Umnum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan para terdakwz

Hakim-hakim Anggota,

. 7
1. SUKO HARSONO S:H

2.SUPRAYOGISH

Papi gganti,

LILIK SUNARTIS.H.
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J1. Kalimantan 37 Kampus Tegaiboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482
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Latntpiran
I'erihal c KONSULTAS]

Yth. xetua Pengadilan Negeri
Kediri

di = KEDIRT,=

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama * Krisna Dwi Titara

MNIM QGOVIN101051
Program :S$1 Imu Hukum

Alamat Jle Jawn VI/19 Jomber

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"STUDI TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU

PERCOBAAN TINDAK PIDANA PRENGANIAYAAN BERAT YANG
DIRENCANAKAN®

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,

larena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan

penyusunan Slaripsi,

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.
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PUSAI Addt 1 W Foi WM BOIFNG TR0 W
LABORATORIUM FOR ENSTE CARANG SHEABAY A

S e b e e u—

Pro Justitia
BERITA ACAR A
PEMERIKSAAN LABORATORIS ‘I(RJMTNAL!S'IT]{
Nomor : AR . 3695/ KNF /2003 e

-=—--- Pada hari ini, Raby tanggal Dua pulul tujuly bilan Agustus tuhun 2003, kami -
e 1. B M8 HANDAJANI M.SEAPL. il L
Pangkat Ajun Fomisaris Besar Polisi Nrp. 55100458, jabutan Kepala Satuan Kimia
Forensik pada Laboratorium orensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas,

Rt

—————————————————————————————— 2 Ir. FADJAR SEPTT ARININGEI- coeioiminan = 0
Pangkal Pembing Nip. 030189615, jabatan Fepala Unit Nurkoba Fore
Laboratorium Forensik Polri ¢ ‘wbane Surabavy ferebut disag
-------------------------------- ¥ D FITRYANA HAWA, e et sat el R L
Pangkal Ajun Fomisaris Polici NI 67010022 jabatan Perwira Unit Narkoba Forensik
pada Laboratorium Forensik Pelri Cabang surabaya tersebut diatas m asing-masing selukn
pemeriksa, atas perintah Kepala Luboratorium Forensik Polr Cabang Surabaya, telah
selesai melakukan pemerikeuan terhadap barang bulti sehubungan dengan surat dari
Kepala Kepolisian Resort Eota Eediri No.Fol. . B/ 2100 s vi71 / 2003 / Resta Kdr. tanggal
19 Agustus 2003, v T

neik  pada

b A et S S

Barangbubth s . o0
Barang bukti vang diterims berupi satw bungkus kertae warna coklat berlak
segel lengkap dengan label barang bukti, etelnh dibuka dim diberi nomor bukt
= 2664 /2003 / K.NF- 1o ( sepulnh ) butir tablet warna putih dengan logo LL. -

Barang bukti tersebut (liatas adalah milik fersangks - LULUK ANDRIANTO
bin SUJOKO Cs, oo

Maksud Pem eriksaan @ ooeoonn ——

a‘ﬁﬂ#lkﬂfi !'HIT'SLIID_ bkts leraehul by ATRRITICHT TR E TN s b I’.c.-ﬂ_;ulr---[;;'!_u 2

Pemerilisaan -

Setelaly Jdilbalaloan Ptz el ielapranth g LEEUISEY Reen) preveery bevikipt © cooas e

Notror ki enneralsnm Hlasal

200 1 2003 7 1IN - M kaotikst, - Negulip, -—---
R Prtkotropika, ~veeeee o Negatip, ----
e Tribekeitenidil MO, cavonozioe Poritip, -—o#-

K EARPIIIR 3 ettt e -
Setelab dilakykan pemeriksaan secary Laboew o Rorin i st ik
bahwa barang bukti densan DOMOE ? =eeemeae

= 26064 42005 7 KNE - bierngsa 1ablo v prlih fpeo [ borsebul diatas adulah
benae tablet dengan bahan akfir Ariheksiiemdil
RN N Ay TPl P LU S s Fe- Bt 1 C LR T =

disimpullan

W el A = T = e
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—~E.—  Sisa Barang Bulktj -
~——- DBarang bukij dengan nomor, P i £ oo '

Temmees 2664 /2003 / KNE - berupa 5 ( lima ) butir iableq logo LL dengan bahan akiif
----- Triheksifenidil 1c) warma putth dikembalikny e s i

~--—-— Sisa barang buki; tersebut dintas dimasnlkan kembali ke dalam tempatiyy
—memeeee Semula, kemudiag dibungkus dengan keriay Pembungkus wama colluy chan cliiay

dengan  benang pengikat vy prtih. Padn persilangan benang pengika
T dibubuhi gk segel, seperti contol Vg lertera puds Pggir Berity Acary ini, |

—=—— Pada kedug ujung benang pengikat ditkatkan lgbe] vang berlak segel pula. Pary
~meeemee label mang terdapal tulisuy selagel berikl { --oonnnies o B BUA B i
———————————————————————————————————————————————— IS] : PPIIRES - am b SRS R s
---------------------- No. Lab. F 3695 / KNF/ 2003
—————————————————————————————————————— Noo 2664 /2003 / FE.NF - Tablet dengan bahan aptir
-------------------------------------- Triheksifenidil 1o R I e TR e S
--------------------- Tersangka . LULUK ANDRIANTO hin SUTOKO Cs. .~
e Beéragal SR Redin, 2 o0 - TSN T e
e e e B Surabaya, 27 ARSI 2003 —oveeciii
------------------------------- Feemuadian dif:un!uf:mgmli oleh Pemoriloen e s e

————— Demikian Berita Acury Pemerikenan 1,
sebenamya atag kelonstan sumpah jabatan
Surabava pada liari dan tangeal lersebut digtas

aboratorig Krminafistik iy dibuat denga
kerindian ditutup dim ditands tangani

_________________________________________________

Mengetalyy;:
EEPALA LABC‘RATDHIUM FORENSIE. POLRI -
e AR DAY A Pemeriksa ;

ERRETSA T T s SUBKT. SH.MM | Dra. M.S. HANDATANI ; M.Si. Apt

KOM BES POL NRP. . 130301 58 ANIN KOM BES poL, NRP - 55100458

PN~

2 1 _BADIAR SEPTT ARININGSIH

PEMBINA NIp - 030189615

iy D P
AJUN EOMISAR]

YANA HAWA,
5 POLISI NEP6H1002
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